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Abstrak
 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah metode penyelesaian sengketa yang terkenal dan sudah

lama ada. Namun pada nyatanya dalam dunia bisnis masih banyak yang akan memilih forum penyelesaian

sengketa yang menurut kriterianya lebih terpercaya dan sesuai dengan bisnisnya dan memiliki risiko yang

relatif kecil terhadap kegiatan usahanya yaitu salah satunya merupakan Arbitrase. Kepailitan adalah

penyitaan umum semua harta kekayaan debitur pailit, dengan Kurator yang mengurus dan menyelesaikan

harta kekayaan itu di bawah  pengawasan Hakim Pengawas. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengangkat

tiga pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan dan praktik permohonan pengajuan pailit di Indonesia

berdasarkan putusan pengadilan arbitrase asing beserta analisa terhadap putusan permohonan pengajuan

pailit di Indonesia. Bentuk penelitian pada skripsi ini Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-

normatif dengan tipologi penelitian eksplanatori preskriptif. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) Secara

keseluruhan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

memiliki pengaturan yang mengatur permohonan pailit yang diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang

telah tetap dan mengikat; 2) Pengaturan Undang-Undang Kepailitan, tidak secara spesifik mengatur

mengenai pengajuan pailit yang berdasarkan putusan pengadilan arbitrase asing. Namun, dalam praktiknya,

beberapa kasus mengenai pengajuan pailit berdasarkan putusan pengadilan arbitrase asing telah muncul di

Indonesia, dan 3) Dalam Putusan Nomor 46/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., penerapan ketentuan Undang-

undang Kepailitan tentang pengambilan putusan Pengadilan Arbitrase Asing sebagai dasar permohonan

pengajuan pailit di Indonesia dinyatakan tidak tepat.

......Dispute resolution through general courts is a well-known and long-standing method of dispute

resolution. But in fact, in the business world there are still many who will choose a dispute resolution forum

which according to the criteria is more reliable and in accordance with their business and has a relatively

small risk to their business activities, one of which is Arbitration. Bankruptcy is a general confiscation of all

the assets of the bankrupt debtor, with the Curator managing and settling the assets under the supervision of

the Supervisory Judge. Based on this, the author of this thesis raises three main issues, inter alia the

regulations and practice of bankruptcy filings in Indonesia based on decisions of foreign arbitration courts

along with an analysis of the decisions on filing for bankruptcy in Indonesia. The form of research in this

thesis is juridical-normative with a prescriptive explanatory research typology. The conclusions drawn are:

1) Overall, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations has provisions

governing bankruptcy applications filed based on court decisions that are final and binding; 2) Bankruptcy

Law Regulations, do not specifically regulate bankruptcy filings based on decisions of foreign arbitration
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courts. However, in practice, several cases regarding filing for bankruptcy based on decisions of foreign

arbitration courts have appeared in Indonesia, and 3) In Decision No. 46/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., the

application of the provisions of the Bankruptcy Law regarding making decisions The Foreign Arbitration

Court as the basis for the application for bankruptcy in Indonesia was declared inappropriate.


